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Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In
Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Negeri Singaraja
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ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan
hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/
Pdt.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur yang telah dirugikan karena debitur yang
wanprestasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya
diperoleh kreditur atas eksepsi Error In Persona dalam Putusan Pengadilan
Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr. Penelitian ini merupakan
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute Aprroach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan
pendekatan kasus (Case Approach). Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini
adalah adanya dalam pertimbangan hukum hakim menunjukkan tidak adanya
itikad baik dari Ketut Katsu (tergugat) yang telah wanprestasi kepada I Made Adi
Suryawan (penggugat) serta saat membuat perjanjian tidak memperhatikan asas-
asas perjanjian sehingga menimbulkan permasalahan saat mengajukan
gugatannya. Gugatan telah dinilai cacat secara formil karena telah terjadinya
kekeliruan menempatkan pihak (Error In Persona). Selanjutnya, dikarenakan
putusan pada pembahasan ini telah berkekuatan hukum tetap maka perlindungan
hukum yang seharusnya diperoleh I Made Adi Suryawan (penggugat) yaitu
perlindungan represif berupa upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksepsi Error In Persona, Kreditur
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, saat menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk
bernyawa dan berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, tentu memiliki
kebutuhan yang mesti terpenuhi dan tidak bisa dihindarkan.! Dalam kehidupan
sehari-hari manusia cenderung menyamakan kebutuhan (needs) dengan keinginan
(wants).? Saat menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia umumnya berharap selalu
ingin dapat memenuhi semuanya. Berkaitan dengan itu, manusia harus bekerja
atau berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, ia akan
memperoleh kebutuhan itu dengan cara membeli, meminjam, atau memakai.

Secara hukum perdata, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya
akan melalui proses yang berkaitan dengan perikatan. Perikatan diatur dalam
Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada hakikatnya,
pengertian perikatan tidak diatur dalam KUH Perdata, namun perikatan dapat
diartikan sebagai hubungan hukum dalam ruang lingkup harta kekayaan antara
dua pihak atau lebih. Perikatan dapat timbul karena Undang-Undang dan/atau
Perjanjian. Perbedaan pengertian yang terletak dalam sumber perikatan tersebut

ialah perikatan yang timbul karena Undang- Undang artinya perikatan itu timbul

!Dian Andesta Bajuri, 2018, “Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar dan Implikasinya
dalam Penyelenggaraan Pendidikan”, UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal limiah PGMI, Vol.
4 No. 1, him. 83.

’Rahmat Gunawijaya, 2017, “Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi
Kapitalis dan Ekonomi Islam”, |AIN Pontianak, Jurnal llmu Syariah, Vol. 13 No.1, him. 131.



karena Undang-Undang sendiri yang telah mengaturnya.® Sedangkan, perikatan
yang timbul karena perjanjian diartikan bahwa perikatan itu timbul diluar
Undang-Undang tetapi perikatan tersebut tetap dianggap telah memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan Undang-Undang.

Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan
perikatan adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, seperti perjanjian pinjam-
meminjam. Menurut ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam-meminjam
adalah perjanjian dengan adanya pihak yang menghabis karena pemakaian,
dengan syarat pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula. Secara umum, perjanjian pinjam-meminjam
juga dikatakan sebagai perjanjian utang piutang.

Supaya suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum, maka perjanjian
harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka adanya akibat hukum yang
timbul dalam perjanjian tersebut yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Berhubungan dengan syarat sah perjanjian, saat melaksanakan suatu perjanjian

3Rendra Topan, “Jenis Perikatan”, https://rendratopan.com/2018/12/19/jenis-perikatan/,
diakses 5 September 2020, Pukul 10:59 WIB.
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pada prinsipnya harus tetap memperhatikan asas-asas perjanjian. Asas-asas
perjanjian yang umum dikenal dalam Hukum Perdata, seperti:

1. Asas Kepribadian;

2. Asas Konsensualitas;

3. Asas Kebebasan Berkontrak;

4. Asas Kepastian Hukum;

5. Asas Itikad Baik.*

Pada saat pihak-pihak mengadakan perjanjian tetapi kurang
memperhatikan asas-asas dan syarat sah suatu perjanjian, biasanya akan memicu
suatu permasalahan. Khususnya, saat kreditur kurang memperhatikan asas itikad
baik dan asas kepribadian serta permasalahan yang timbul dalam perjanjian utang
piutang biasanya mengenai pengembalian utang. Pengambilan utang wajib
dilakukan debitur, namun debitur biasanya memiliki berbagai alasan untuk
utangnya tidak dikembalikan sama sekali, mengembalikan utang hanya sebagian,
dan mengembalikan utang tetapi terlambat. Berbagai macam alasan tersebut dapat
dikatakan sebagai bentuk ingkar janji atau wanprestasi.®

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang
piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur.® Pada
situasi tersebut, asas itikad baik seharusnya lebih diperhatikan karena kreditur
dapat menilai sikap, tingkah laku, serta kemampuan seorang debitur dalam

memenuhi prestasinya. Berhubungan dengan itu, asas kepribadian juga berfungsi

4Cindawati, 2014, Kapita Selekta Hukum Perdata, CV Putra Penuntun, Palembang, him.
47-49.

SGatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, him. 31-35.

®Ibid., him. 148.



untuk menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat
kontrak hanya untuk kepentingan perseorangannya saja’ sehingga adanya
kejelasan terhadap pihak-pihak yang terlibat saat mengadakan perjanjian.

Pada dasarnya, dengan memperhatikan asas-asas tersebut saat mengadakan
perjanjian utang piutang dapat mencegah terjadinya wanprestasi dan menghindari
kekeliruan dalam melibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hal
tesebut dikarenakan saat suatu permasalahan telah sampai ke persidangan, dapat
mengakibatkan bantahan tentang salahnya subjek hukum yang digugat atau
disebut dengan eksepsi Error In Persona. Salah satu contoh permasalahan ini
tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN
Sgr, perkara wanprestasi yang dilakukan Ketut Kastu sebagai tergugat (debitur)
kepada | Made Suryawan sebagai penggugat (kreditur).

Berawal dari debitur yang meminjamkan uang kepada kreditur senilai Rp
130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun setelah diadakan negosiasi
yang disaksikan dengan dua orang saksi, utang debitur menjadi Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah). Lalu, debitur melakukan pembayaran utangnya senilai Rp
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kreditur, namun setelah itu debitur tidak
pernah membayar lagi. Padahal, dalam perjanjian tersebut telah tercantum jangka
waktu dalam pengembalian utang dengan dilengkapi bukti kwitansi yang sebagai
tanda penerimaan utang. Selanjutnya, kreditur mengaku telah berulang kali

menagih kepada debitur melalui perantara saksi yang telah dipilih oleh debitur

"Cindawati, Op.Cit., him. 47.



untuk menjadi penengah dalam perjanjian utang piutang ini, karena debitur sulit
untuk ia ditemui.

Akhirnya, kreditur memilih untuk menyelesaikan sengketa utang piutang
ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, Bali. Setelah itu, kreditur melalui kuasa
hukumnya mengajukan gugatan ke pengadilan dan debitur juga melalui kuasa
hukumnya telah menanggapi gugatan tersebut. Isi dari surat jawaban gugatan
tercantum eksepsi Error In Persona yang berarti gugatan dari kreditur
dialamatkan kepada orang yang salah. Debitur menyatakan bahwa yang memiliki
utang bukan dirinya melainkan istrinya.

Namun, saat mengadakan perjanjian dan dalam kwitansinya tercantum
nama debitur atau tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan penggugat. Hal itu
telah membuktikan bahwa debitur yang dimaksud turut ikut serta dalam
pelaksanaan perjanjian utang-piutang dengan kreditur. Namun, dalam Putusan
Nomor 473.Pdt.G/2015/PN Sgr, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat
dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard).

Kasus tersebut menjadi bukti bahwa eksepsi Error In Persona telah
merugikan kreditur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya secara
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap
Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada latar belakang di atas,

maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur
yang telah dirugikan karena debitur yang wanprestasi?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh
kreditur atas eksepsi Error In Persona dalam Putusan Pengadilan

Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr
mengenai kreditur yang telah dirugikan karena debitur yang
wanprestasi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang
seharusnya diperoleh kreditur atas eksepsi Error In Persona dalam

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan

pemahaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata

terutama mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas eksepsi

Error In Persona dalam surat jawaban gugatan.

2. Secara Praktis

a)

b)

Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu
hukum yang telah dipelajari semasa kuliah dan menambah
pengetahuan mengenai ilmu hukum perdata, khususnya dalam
menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur
terhadap debitur yang wanprestasi dan eksepsi Error In Persona
dalam surat jawaban gugatan.

Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber
informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana
cara kreditur memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur
yang wanprestasi dan eksepsi Error In Persona dalam surat

jawaban gugatan.



E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas membahas
permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur atas
eksepsi Error In Persona dan pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.

F. Kerangka Teori
F.1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam mewujudkan
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus
disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.®

Kaitannya dengan penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap
pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor
473/Pdt.G/2015/PN Sgr untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur
terhadap debitur yang wanprestasi pada perjanjian utang piutang dan eksepsi

Error In Persona dalam surat jawaban gugatannya.

F.2. Teori Perjanjian
Perjanjian memiliki beberapa istilah, yaitu overeenskomst (dalam bahasa
Belanda) dan agreement (dalam bahasa inggris).® Dalam pengertian mengenai

perjanjian, pada dasarnya telah tecantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang

8Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, him. 14.
°Ratna Artha Windari, 2014, Hukum Perjanjian, Graha IImu, Yogyakarta, him. 2.



menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Teori perjanjian mengenal adanya istilah wanprestasi/ ingkar janiji.
Wanprestasi adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang
telah disepakati antara para pihak yang membuatnya, namun adanya salah satu
pihak yang sengaja atau lalai tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang
harus dipenuhi dalam tiap-tiap perjanjian itu. Terdapat 4 (empat) macam wujud
wanprestasi, yaitu:

1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;

3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;

4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.©

Khusus untuk prestasi dalam memberikan sesuatu, Pasal 1237 KUH
Perdata telah menentukan bahwa wanprestasi itu telah terjadi saat debitur atau
pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tetapi tidak
melaksanakan prestasi, dalam arti ia lalai menyerahkan barang yang jumlah, jenis,

dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.*

F.3. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi
Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diartikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati sesama hak-hak yang diberikan oleh

OMuhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif
Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum), Mandar Maju, Bandung, him. 339.
Y1bid., him. 339-340.
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hukum.'? Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan
hukum, yaitu:*®
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa. Kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis,
pihak kreditur seharusnya lebih teliti saat melakukan perjanjian dengan
tetap memperhatikan asas-asas perjanjian.
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Salah satu penanganan perlindungan hukum represif dapat dilakukan
oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Kaitannya dengan pembahasan
yang ada dalam skripsi ini, perlindungan hukum represif akan
digunakan untuk mendapatkan hak-hak kreditur terhadap debitur yang
wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor

473/Pdt.G/2015/PN Sgr.

G. Metode Penelitian
G.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam

aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang

2Glosarium, 2014, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Hukum”,
http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli, diakses 28 Agustus 2020,
Pukul 14:32 WIB.

BHari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, 2018, ‘“Perlindungan Hukum Non
Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah”, Universitas Airlangga Surabaya,
Jurnal Yuridika, Vol. 33 No.1, him. 44.


http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli
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bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang

menjadi pokok pembahasan.*

G.2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan-
pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil
dari pendekatan ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi.®
b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk
kepada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam perundang-
undangan, pendapat sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan Kasus dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum
yang akan digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya
dengan tetap memperhatikan fakta. Hal tersebut diperlukan untuk
mencari aturan hukum yang tepat dan dapat diterapkan pada suatu

keadaan fakta yang dimaksud.

14peter Mahmud Marzuki, 2006, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Edisi I, Cet. Il,
Banyumedia Publishing, Malang, him. 294.

5peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, him. 93.



12

G.3. Bahan Penelitian
Bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri
dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek
penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan
penulis sebagai berikut:

I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
iii. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN
Sgr.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan
bahan-bahan primer dan berguna untuk membantu menganalisis serta
memahami data-data primer, meliputi rencana peraturan perundang-
undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.®

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum terseir adalah semua pertunjuk atau penjelasan mengenai
bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan KBBI, kamus hukum, jurnal, dan internet yang berkaitan

dengan penelitian skripsi ini.

16Suratman dan Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Aldabeta, Bandung, him.
67.
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G.4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah studi
dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan
bahan hukum vyang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan
mempergunakan content analisys!’ yang berguna untuk mendapatkan landasan

teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

G.5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum
secara kualitatif. Metode analisis secara kualitatif adalah jenis penelitian yang
temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.®
Bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan sebagaimana

mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan tersebut.*®

G.6.Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul,
penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan
kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari
pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu

kesimpulan yang bersifat lebih khusus.?°

Y1bid., him. 21.

¥Iman Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara, Jakarta, him. 80.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, him.
35.

20Bambang Suggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
him. 31.
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